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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

lvlenlmDang : a.

BUPATI TAPIN.
'oahwa sehubungan ciengan ieiah <iitetapkannya

A-lokasi Dana Banfuaa Operasiona-l Sekolal:

Afirrnasi dan Dana Bantua:r Operasional

Sckuiali Kirrurja Tairurr furggaran 2Oi9, dan

Dana Hibah Daerah Program Bantuan

Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstrrrksi

Pascabencana Tahun Anggaran 2Ol9 yartg

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol9
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2Ol9 setelah

Penetapan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daeratr, maka dalam rangka unttrk kelancaran

pelaksanaan program dan kegiatan yang

bersumber dari dana dimaksud, perlu

melakukan penyesuaian anggar€rn dengan

melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati

Tapin Nomor 13 Tahun 2Ol9 tentang

Penjabaran Pembatran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tatrun Anggaran 2Ol9; /,
L

/
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b. bahwa Penetapan Perubahan Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a

diatas telah sesuai dengan angka V. Hal

Khusus Lainnya pada point 26 huruf b dalam

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daeratr Tahun Anggaran 2Ol9;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

ciimaksuci ciaiam huruf a, periu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Ferubahan .Atas

Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2019

tentang Penjabaran Perubairan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2Ol9;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah 'Tingkat II 'T'anah Laut,

f)aerah 'Iinalzat II 'Tanin rlan f-\aaralr tFinol:af II44. 
-4e^ 

<. ^--r6.r4c 
r.

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun i965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a286]l;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbenciaha-raan i,[egara (iembaran I'[egara

Fcnrrhlile Inrlnnpcia T ahrrn Ci 4 l\Inrnnr (

Tambaharr Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor +355);

C.

Mengingat : 1.

2.

3.

/Li/y
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

aaoo\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor LO4, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4a2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Rrse.t dan Pem.erintahan Daerah (Lemberan

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

i26, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majeiis Permusyawaratan Rai<yat, Dewan

Pen.i'akitan Rakyat, Dewan Per..r,ak-ilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah,

(Lembaran Negara Republik lncionesia Tahun

2Ol4 Nomor 182, Tasrrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana

5.

6.

7.

8.

(/
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telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OI8 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

LT Tahun 2Ol4 tentang Majelis

Permusyawaratan Ra1ryat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Per-wakilan Ralqyat Daerah (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 29,

Tambatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telatt

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undans Nomor 12 Tahun 2OI8 tentang

Anggaran Penciapatan cian Beianja Negara

'Ttnlrr.- Anaaarnn Onl O /T amhoron ]\TaanroI Brstr r Lrr66q qr^ 
-v 

\ / \|&r^rvr u

Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 223,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 6263l.;

10.

11.

I(
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L2, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layarean

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 53a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintatr

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 110, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara t

Republik Indonesia Nomor a738); / {

L4.

15.
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OO8

tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor \4,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2oll tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 526L);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO

tentang Staldar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OLO Nomor 123, Tanbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52721;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2074 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s533);

17.

18.

tr/
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20, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OI7

tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6057l,;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol8

tentang Standar Pelayanan Minima-l (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nonror

2, Tambahan Lembarar Negara Republik

Indonesia Nomor 6178t;

22. Peratural Pemerintah Nomor 56 Tahun 2Ol8

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 62791;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2079

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221;

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2OL8

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun

2Ol8 Nomor 33);

25. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2078

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun AngSaran 2Ol9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol8 Nomor 2251;
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengeloaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OIl
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl
Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2077 tentang Pedomal Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl

Nomor 450), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 15);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 75fl;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2OL6 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7);
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62

Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 7067);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38

Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Pen5rusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 7Ol);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
'Tahun 2Oi8 tentang Ba<ian Layanan Umum
IJaarah (Ilat ita l\farrora Panr rhlilz Tnrlnnociari^v.vrrvsiq

Tahun 2018 Nomor 1213);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130

Tahun 2Ol8 tentang Kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor

13e);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2075 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01

Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabtrpaten Tapin Tahun 2OL2 Nomor O1);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun 2Oi2 tentang Pokok-Pokok Pengeioiaan

trler r a re rra n Da era lr Il-ernh-ar-an Dae:'ah
\-v^Lze4 

4z

Kabupaten Tapin Tahun 2OL2 Nornor 12);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaral Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08

Tahun 2Ol8 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2Ol8 Nomor 08);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07

Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2Ol9 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2Ol9 Nomor 07);
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4L. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2OOB

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OOB

Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa

kd, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin

Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02

Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Keda Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dinas di Lingkungan Pemerintatr Kabupaten

Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2015 Nomor 29);

42. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pengangga:rart, Pelaksanaan

dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016

Nomor 06);

43. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2076

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

T\rgas dan Ftrngsi serta Tata Keria Perangkat

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 251,

sebagaimana telah diubah beberapa kali,

teralhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor

31 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2076

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

T\rgas dan F\rngsi serta Tata Keria Perangkat

Daeralr Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2otSNomor 31); I

rq-

v
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44. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2Ol7

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten

Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2077 Nomor 48);

45. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2018

tentang R.encana Kerja Pemeriniah Daerah
trlalrrrnofe- Tenin T-ah_,tn OOlg /Renf:r Dagfahl aiqil 

-v 
t i iuti iLa L'A

Kabupaten Tapin Tahun 2OL8 Nomor 14);

46. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2OL8

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belan-ia Daerah Tahun Anggaran 2OL9 (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol8 Nomor

30), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor

04 Tahun 2079 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2Ol8

tentang Penjabaran Angqaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OL9 Nomor

oa);

47. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2OI9

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OI9 (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol9 Nomor

0e);

+8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2OL9

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendanatan rlan Relania Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Beiita Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2Ai9 Nomor i3);
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MEMUTUSI(AN :

MCNetApKAn : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATUR,AN BUPATI TAPII.I I.IOIyIOR i3 TAHUi\i

2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I/t'N UN AI\\r\rfII(ll'N ZU I:,.

Pesal I

Beberapa ketentuan dalam Perattrran Bupati Tapin Nomor 13 Tahun

20i9 tentang Penjabaran Perubahan Anggarzul Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2079 (Berita Daerah Kabupaten

Tahun 2Ol9 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah Tahun

Anggaran 2079 semula berjumlah Rp1.292,682.886.921,94

bertambah Rp15.374.853.000,00 sehingga menjadi

Rp 1.308. O57 .739.927,94 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

b. Belanja Daerah

Surplus/(Defrsit)

Rp1.2 L3.79O.108. 1 15,33

Rp 1.306.899.339.92 1.9a

Rp(93. 109.23 1.806,6 1)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp94.267.631.806,61

2. Pengeluaran Rp1.158.400.000.00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp93.109.231.806.61

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,OO

2. Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Penjabaran Pembahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2079 diubah, sehingga l,ampiran I. Ringkasan Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2OL9 berbunyi menjadi sebagaimana tercanhrm dalam

I"ampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 yang 
,

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ,", 

/ 
d
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3. Ketentuan dalam Lampiran Ia. Ringkasan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9

Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan diubah, sehingga Lampiran Ia. Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2OI9 Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan berbunyi menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Ia Ringkasan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran II. Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2079 pada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Dinas Pendidikan,

dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diubah, sedangkan

yang lainnya tidak mengalami perubahan, sehingga Lampiran II.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2OL9 pada Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD), Dinas Pendidikan, dan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah berbunyi menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II. Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL9 pada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Dinas Pendidikan,

dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.
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Pasa-l II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

tanggal 29 Novemher 2C't9

ARIFIN ARPAN
Diundangkan di Ra::tau

pada em.lrer 20 19

SEKRETARIS D KABUPATEN TAPIN,

MASYR.A. IANSYAH

BERITA DAE KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OI9 NOMOR ?_6

o


